
oltnBtgn tfuaa Tlf,oo[nA T sR

PERATT'RAT OI'BERTUR I|UAA TENT(XIARA TIUUR

IfofoR 6r TAHUIf 2014

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEf,GAN RAATAT fI'HArf YAIIG IAIIA EAA

OUBERTUR TUAA TENTGGANA flXU&

fcnlrb.lg : a.

xo-griFt : 1.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang
pcmbentukir Produk Hukum Dacrah, maka
p"tatart"tt Gubcmur Nusa Tenggara Timur Nomor,26
Tahun 2O1O tentang Prosedur Penlrusunan Prodrrk

Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timut, Perlu ditinjau
kembali;

b. bahwa bcrdasarkan Pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Pcrlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Prosedur Penyrsunan Produk
Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun I95a bntang
pemUeitutan baerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tensqara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Necfr Reoubtik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'
T;bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undanc-Undanc Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemeriitahan baerah (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
L.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana 
-t"Uft ai rU"ft beberapa k"li btd{tl

denian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200E

rcnting PeruUahan Kedua Atas Undang-Undartg
ttomoig2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(L:mbaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2OOE

ilomor 59. fimuahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang
Pcmbeitukan Peraturan Perundan8-undangan

if.-U"t"tt Negara Republik lndonesia Tahun 2O11

ittomor az, T;bah; Lembaran Negara Republik
tndonesia Nomor 5234); L

2.



XonotatLro :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah;

PERATURAN CUBERNUR TENTANG PROSEDUR
PEITYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
AETEf,TUAII T'XUI

Baftar lb..fir
Pc!8!rtlr!

Pr.rt 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1. Da€rah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubcrnur adalah Gubemur Nusa Tengtara Timui.

3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya dis€but DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara fimur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Satuan lGrja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis€but SKPD sdalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan
SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daeral Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sckrctariat Daerah Provinsi NuBa Tenggara
Timur.

8. Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seLanjutnya disebut Sekr€tariat
DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

9. Peraturan Daerah yanS seLanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Pers'akilan RakJrat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dengar persetujuan bersama Gubemur Nusa Tenggara fimur,

10, Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara fimw, berisi
ketentuan yang bersifat mengatur secara teknis sebagai pelaksanaan dari
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

I I. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur NtT yang bersifat penetapan.

\2.Instruksi Gubernur adalah Instruksi Gub€mur Nusa Tenggara Tknur yang
merupakan pelaksanaan dari peraturar perundang-undangan yarlg lebih tinggi,
dan/atau hal-hal lain ysng dialggap penting, berisi perintah untuk melaksanakan
sesuatu kebtakan/pctunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanal€n secara
p€rorangan/Badan firaupun secara terpadu/terkoordinasi.

13. Prosedur penlrusunan produk hukum daerah adalah rangkaiarl kegiatan
p€nlrusunan produk hukum daerah mulai dari perencanaan sampai dengan
penetapan,

14. Program kgislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen
per€ncanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terEncana,
terpadu dan sistematis. L



BrSb! l(.du
Ru.rg Ulthp

Prtd2
Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, dan

b. Produk hukum daerah yang bcrsifat penetapan.

Pu.f 3
(1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan scbogaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a, mehprrti :

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Gubemur;

c. Peraturan Bersama Gubernur:

d. Peraturan DPRD.

(2) Produk hukum daerah bersifat penetapan Bebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b, meliputi :

a. Keputusan Gubernur;

b. Keputusan DPRD;

c. Keputusan Pimpinan DPRD;

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD,

BAB II
PROgTDUR PEf,rYUSUTAi PRODT'K EUITUI DIINAII

BrAIr! K.|.t!
Re!3.!gl.a Far.turu Dr.nh

Pr..l 4
Pen]rusunan rancangan Perda dilakukan berdasarksn holegda.

Prtr8rrf I
Fno..dsr Pcry/uarru Fordr FrA bcraa.f drrl GuDcraur

Prtd I
(1) Pimpinan SKPD menJrusun rancangan Perda.

(2) Penyusunar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
didelegasikan kepada Biro Hukum.

(3) Rar|canBarr Pcrda scbagaimana dinaksud pada ayat (1) disertai dengan
p€njeLrsan atau keterangsn dan/atau naskah akademik.

(4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diajukan kepada Biro
Hukum.

P.d6
(1) Penyusunan suatu rancangan Perda sebagaimana dimaksud dal,am Passl 5

dibentuk Tim Penyusunan Ranperda.

tt) Tin rFhacairnpnc dimclecrrd n Aa ^v^t lrl dilretrroi nleh Pimninrn SI{Drt



Pr|d 7
(1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan

oleh Biro Hukum dan SKPD terkait.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada (1)' menitik berat&al pada
permas€lahan yang bersifrt prinsip mengenai Objek yang diatur' Janakauan'
dan Arah Pengaturan.

Pr.d a
Rancangan Perda yarg telah dibahas harus mendapatkan Paraf Koordinasi Kepala
Biro Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.

hnl9
(1) Ketua Tim PenJrusunan Ranperda melaporkan perkembangan rancangan Perda' ' 

dan/atau permasalahar k€pada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan'

(2) Sekretaris Daerah dapat melakukan pcrubahan dan/atau Pcnycmpurnaan
terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi.

(3) Perubahan dan/atr.u penyemPumasn ranc€ngan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPD Pemrakar8a.

(4) Hasil p€nyempuntaan rancangan Perda sebaSaimana 
- 
dirnaksud pada ayat (3)'

' ' aisamiaitian icepada Sekretari! Daerah seteliah dilakukan Psraf koordinasi oleh
kepala Biro Hukum dan pirnpinan SKPD terkait.

Pr|.l rO

Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang
t t"it ai""-p....t"tto wbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kcPada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau naskah akademik.

P...1 l l
Gubernur mengajukan rancangan Pcrda kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan bersama guna mendaPat pcrsetujuart bcrsana.

P.r.l 12

(l) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis
tertEdap Ranccnga$ Perda.

(2) Untuk mengakomodir masukan-masukan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (i), maka sebelum Rancangan Perda sebagairnana dimaksud pada
ayat 1ti aiaiutan ke DPRD untuk dibahas bersama harus d afrukan konsultasi
pubbk/publb hearh4.

Prngnf 2
Ftorodur pcayurunra For& tr!| b.nr.l darl DPRD

Pr..t 13

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diaju.kan oleh Anggota DPRD,' ' 
Komisi,-Gabungan Komisi, atau Badan legislasi Dacrah. I



(1)

l2l

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (f), disampaikan secara
tertulis kepada pirnpinan DPRD.

(3) Rancangan Perda yang disampaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
disertai dengan pcnjcl,asan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar
nama dan t€ndatangar pengusul.

(4) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan nomor
pokok oleh Sekretsriat DPRD

Prr.t l.l
Ra-ncalgan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ol€h pimpinan DPRD
disampaikan kepada Badan Lcgislasi Daerah untuk dilakukan pcngtajian.

P.rl fl
Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan l€gislasi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada rapat paripuma DPRD Internal.
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (f), disampaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum rapat paripurna DPRD Internd.

Pr!.l 16
(f) Dalam rapat paripurna DPRD Intemal scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 15

ayat (1), pengusul memberikan pcnjelasan dan selanjutnya fraksi dan anggota
DPRD Lainnya memberikan pandangan atas penjelasal Pengusul.

(2)Terhadap pnndangan-pandangan fraksi dan anggota DPRD lsinnya, pengusul
perlu memberikan jawaban.

Prr.t 17
Rapat paripuna DPRD Intemal memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana
dimaksud dalam Paeal 16 bcrupa :

a. pers,etuJuan;

b. persetujuan dengan perubahajt-penrbahan; atau
c. DenoLakan.

Prtd la
Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf b, DPRD menugasi koraisi, gabungan komisi, Badan lrgislaEi Daerah, atau
panitia khusus untuk menyempumakan rancangan Ferda.

Prr.] 19

Rancajlgan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat
Pimpinan DPRD kcpada Gubcrnur.

Prngrrf 3
Forhh|'r! Rrrc.ltr! F.rdr

Pr..I 2('
(1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubemur dital<ukan oleh Tim

Asistensi yang dibentuk dengan Keputusan Gubemur.



Pral2l
Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh
Sekretariat Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dcngan tugas dan fungsinya.

Bersama dal
pafing lorne 3

Biro Hukum

(1)

(2)

P..|l 22

(l) Konsultasi/Asistensi rancangan Perda dengan instatrsi terkait di tingkat
Pemerintah Pusat, baik yang berasal dari Gubemur maupun yang berasal dari
DPRD, dibentuk tim konsultasi/asistensi dengan sekretsriat berada pada BLo
Hukum.

(2) Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (f) ditetapkan dengan K€putusan
Gubemur.

Brdu frdur
RrlcrrlE FGlrttr'u' Pctrt[ral Botran drl xaFt[t'! cqb'ta|tr

Ps.l 23

Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur disusun oleh
Pimpinair SKPD dan mcnyampaikannya kcpada KcPata Biro Hukurn untuk
dikoreksi.

Prnl 24

Biro Hukum mengoreksi rancangan Peraturan, Peraturan
Keputusan Gubemur sebagatnana dimaksud rtolam Pasal 23,
(tida) had keda s€jak diterima rancangaa dimaksud.

Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (f), oleh
dikembalikan kepada SKPD pcngusul.

Prnl 2E

(1) SKPD pengusul wajib memperbaiki rancangan yan€ telah dikoreksi paling lama
' ' 

Z (Auai trai terj" 
"";"f. 

alt"ti-uttya rancangan haril korcksi dari Biro Hukum'

(2) Hasil p€rbaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' oleh SKPD' 'pengusul disampaikan kimbali kepada Biro Hukum untuk disesuaikan dengan

hasil koreksi awal.

(3) Biro Hukun dalam meneliti dan mengoretsi. ulang rancangan sebageimana' ' 
dimaksud pada ayat (2), Pding lama 2 (dua) hari kerja.

(4) SKPD pengusul wajib memPerbaiki rancangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling lama 2 (dua) hari kerja

h.rl 26

(U Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan KePutusajt Gubemur' ' sebagaiiana dimaksud dalam Passt 25, disampaikan dcngen Nota Dinas dari
Kepala Biro Hukum kepada Gubemur melalui Sekda'

Nota Dinas scbagairnana dimaksud pada ayat (f)' diberi cap teleh diteliti oleh

Biro Hukum dan diparaf koordinasi oleh K€pala Biro Hukum'

Prescs pcnandatar|gana'r scba8airnana dimaksud pada ayat (2)' paling Lama 5

(21

(3)



P.nl27
(1) Ranc€ngan Peraturan, Peraturan B€rsama dan Keputusan yang diteliti dan
' ' membuiuhkan pcmbahaean lebih lanjut untuk harmonbasi dan sinkronisaei

dengan SKPD tirkait akan dilakukan lrmbahasen bersama yang dikoordinasi
oleh Kepala Biro Hukum'

(2) Hasil koreksi terhadaP rancangan sebagaimana dimaksud pada aygt (l)' -akan' ' diperbaiki oleh SKPD iengusul sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pr..f 2a

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan p€rubahan dan/atau pcnyempumaan

terhadap rancangan Peraturar, Peraturan -Bersama 9T K:putulT Gubcrnur

v.tg iJ-rft alpttaT koordinasi se'bagaimana dimakeud dalam Pasal 26 ayat (2)'

(2) Perubahan dan/atau p€nyemPutnaan ran:anqan f*"T*l Pe'eturan Berssma
'-' aan Xcputusan Gubehur ".ing"im"tta 

dimaksui. paia, ayat {1)' dikembaliksn

kepada'Pimpinan SKPD pengusul melslui Kepala Biro Hukum'

(3) Hasif p€nyemprnnaan rancangan Peraturan, frat-uran Bt-Y-" dan Keputusan
-' 6"Grit"i *u:"gaimana dimalisud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris

Daerah set€Lah dilakukan paraf' koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan

Pimpinan SKPD'

BrdE l(.lt8r
Rr.BGrDgrn Forrturu ltu l(.Ftut'! DPRL

PrrrSrrf 1

Proras Potrtrlru!|! F ntoru DPnD

Pr.d 29

lllPeraturanDPRDsebagarmanadimaksuddalamPasal3ayat(1)huruf.d,t ^' t"'"irJrf.".-p-"*."t o}'no yang aibuat untuk melaksanakan tungsi' tugas dan

wewenang serta hak dan kewejiban DPRD'

(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)' terdiri dari :

a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;

b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;

c. Peraturan DPRD t€ntang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan

d. Peraturan DPRD lainnya scauai kebutuhan'

(3t Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf a'
'-' rtll-"f u aatt tt"trf c, sesud dengan peratursn pcnrndang-undarwan'

f4l Materi muatan dan p€raturan DPRD laninya sesuai kebutuhan sebagaimana
' ' ;fu""k""J pada ayat'(2) huruf d, sesuai dengaa perintah dari peraturan y€ng

tbilt tt"8g, rcriutuiritt dul"t' p"ttgtttrr"tt- danTatau untuk menyelesaikan

masalah.

Pu.l 30

11) Rancansan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat l2l
' disusun dan dipcrsiapkan oleh Balegda'

(2) Rancangan Peraturatr DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibahae oleh

Panitia khusus.



(4) Pembicsraan tingkat I sebaAaimana djmaksud pada ayat (3) meliputi :

a. penjeliasan mengenai Rancan8an Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD
dalam rapat paripuma;

b. pembentul(an dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusue
dalam rapqt paripurna;

c. p€mbahasan materi Rsrcangan Peraturan DPRD oleh Panitia khusus.

(5) Pembicaraan tingkat II sebegairnana dimaksud pada ayat (3) berupa
pengarnbilan keputusan da.lam paripurna yang melipud :

a. Penysnpaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi f,roses
pembahasal, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dirnaksud
pada ayat (4) huruf c; dan

b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pirnpinan rapat
paripurna.

(6) Dalam hal pcrsctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hurul b, tidak dapat
dicapai secara mus5rawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarksn
suara terbanyak.

Pr.d 31
(1) Peraturan DPRD scbaaaimana dimaksud dslam Pasal 29 ayat (21 dilaralrg

bcrtqntangan dcngan kcpentingan umr.rrn, kesusilaan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalan Negeri paling lambat 7
(tujuh) hari sctelah ditetapkan.

Prsrfnf 2
horct Fcnt/lrorr! KGplt[ra.n DPRD

Prrd 02

Keputusan di lingkungan DPRD terdid dari :

a. Keputusan DPRD;

b. Keputussn Pimpinan DPRD; dan

c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pr.l 3tl
(l) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pas€l 32 huruf a, berupa

pcnctapan untuk m€nctapkar hasil Rapat Paripurna.

(2) Untuk menJrusun Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD aecara
dalam rapat paripurna.

Pr..l 34
(1) Rancangan Keputusan DPRD yang tidak ditetapkan secara langsung dalam

rapat paripurna, disusun darr dipcrsiapkan oleh BaleBda dan dibahas oleh
Panitia khusus.



(3) Pembicaraan tingkat I sebageimana dimak8ud pada ayat (2) meliputi :

a. Penjelasan mengenai Rancangan KcPutussn DPRD oleh Pimpinan DPRD
dal,am rapat paripulna.

b. Pemb€ntukan dan penetapan pimPinan dan keanggotaan panitia khusus
da-lam rapat paripuma.

c. Pcmbahasan materi Rancangan Keputusan DPRD oleh Panitia khusue.

(4) Pembicaraan tinBkat U scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berupe
pengambilan keputusan d8lam paripuma meliputi ;

a. Penyampa.ian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses
pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pcmbic€nan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c; dar

b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat
pafipuma.

(5) Dalam hal p€rE€tujuan sebagai[rana dimakeud poda ayat (4) huruf b' tidak' 
dapat dicapai sccara musyawarah untuk m rfeLet, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.

Pr.l 36

Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan sccara langsung dalam rapat pariPurna'
Rancangan Xeprrtusan DPRD disusun dan dipcrsiapkan olch Sekrctariat DPRD dan
pengambil,an keputusan dila.lokan dentan :

a. Penjelasan tentsrtg Rancangsn Kcputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;

b. Pendapat fraksi terhadap Rancangan KePutusan DPRD; dan

c. Persctujuan atas Rancangan Kepuhrsan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Prrd 36
(1) Keputusan Pimpinan DPRD ccbagaimana dimaksud dalam Pas8.l 32 huruf b,

bcrupa penetapan untuk mcnetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

(2) Kcputusan Pimpitan DPRD sebaggimana dimaksud pa.da ayat (1) bcrisi materi
muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi DPRD yang b€reifat teknis operasiona-I.

Frnl 37
(l) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh

Sekretariat DPRD.

(2) Keputusan Pimpinan DPRD s€bagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditctapkan
oleh Pirnpinan DPRD da.lam rapat Pimpinan DPRD'

Prnl 3a

(1) Keputussn Badan Kehormatan DPRD s€bagaimana dimaksud dalFm Pas€l 32
huruf c, dalam rangke menjatuhkan sanksi kepada angSgta DPRD.

(2) Kcputusan Badan Kehormatan DPRD scbagaimana dimakeud pada ayat (l)'
harus dilaporkan dal,am rapat paripuma DPRD.

(31 Kepuhrsan Bsdan Kehormatan DPRD s€bagBiEena rlirnekattrl pada ayat (1)'

berisi materi muatan pcnjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
mclanggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD



Prtd 39
(f) Ranc€rgan Kcputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan diperEiapkan oleh

Badan Kehorrnatan.

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan hasil penelitian tcrhadap dugaan pelanggaran yarrg
dilakukan anggota DPRD terhadap p€ratLEan DPRD tentang Tata Tertib
dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pr|d.lO
(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan salksi kepada

anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) scsuai dsnBal
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dinaksud Pada ayat (1)
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggotan DPRD yang melakukan
pelsnggaran, pimpinan fraksi dan pimpinar partai politik dari anggota yang
bcrsangkutan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilaporkan
dalam rapat paripurna DPRD.

B.ilr! K.cnD.t
Pclrrdrtr.ngrDr.rt Flodtrt Hutu[ It crah

PrrI4f
(l) Penandatanganan Peraturan Daerah, Peraturan Gubemur dan Peraturan

Bcrsana Qubcrnur dilakukalr oleh Oubsrnur dcngan mcnggunakan Kop
Garuda.

(2) Dalam hal Gubernur sebagairnana dimaksud pada ayat (11 berhalangan
sementara atau berhalangan tetap maka Penandatalganan Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dilakukan oleh
Pclaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Pqnjabat Gubcnur.

Penandatanganan Keputusan
menggunakan Kop Gamda.

Penandatangansn Keputusan
dapat didelegasikan kepada
Kepala SKPD.

Prt.l 42

Gubernur dilakukan oleh Gubemur dengan

Pr|rI 4il
Penandatanganan Peraturan DPRD sebaggimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) dilakukan oleh Ketua atau wakil Kctua DPRD.

Penandatanganan Keputusen DPRD daJr Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan
oleh Kehra atau Wakil Ketua DPRD.

Penandatanganal Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua
Badan Kehormatan DPRD. l.

(1)

(21

(1)

l2l

(s)

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wakil Gubernur atau S€lcetaris Daerah atau



BAA IN
PEIIOIORAT, PE.rOUIIDAIfGA.If, AIIfEI|TItrIKASI, PEXOOAIDAAI,

Pr,rDl$tRlauSrAx, pElfDoxuxErtAarAx DAI| 8oarAl,laAal
PRODUX ET'BI'X DAERAII

Prnl 44

Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Pl.d.06
Perda yang telah dit€tapkan dan diberiken nomor harus diundangkan dalam
Lcmbaran Daerah.

Pr.rt 46
Peraturan Cubernur dan Peraturan Bersama Gubcmur scrta Keputusan Gubernur
tertentu yang telah ditetqpksn dan dib€riksn nomor harua diundanglan dalam
Berita Daerah.

Plrrl47
(1) Pengundangan produk hukum daerah, sebagaimaira dimaksud dalam Pasal 45

dan Pasal 46 dilakukan oleh Sekrctaris Dacrah.

(2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f), dapat didelegasikan
kepada Kepala Biro Hukum.

Pr.d 4a
(1) koduk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalen Pasal 44 dan Pasa.l 45

sebelum dis€barluaskan harus terlebih dahulu rrilak|'kaq autcntifikasi.
(2)Autcntifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l), dila.ku-kan oleh Kcpala Biro

Hukum.

Pr..I t0l,

(f) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah
prakarsa pemcrintah dacrah dilakukan olch Kcpala Biro Hukum dan Kcpala
SKPD pengusui .

(2) Penggandaan, pendistriblrsirn dsn pendokumcntasian produk hukum dacrah
pral<afsa DPRD dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan sekretariat DPRD.

Pr.d 6('
Sosialisasi produk hukum daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala
Birc Hukum dengsr Kcpala SKPD pcrrgusul.

BAA IV
PEUBIA?AAIT

Prr.l 61
Pembiayaan penlrusunan produk hukum daerah dibebankan pa.da Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Nusa Tcnggara Timur scrta sumbcr-sumbcr
lain yang sah dan tidak mengikat. I



BAB V

XSTENTTUAT PETUTT'P

P.|rl 62

Pada sqat Peraturan Gubemur ini mutai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2O1O tentang Proscdur Pcnyrsunan Produk Hukum
Rovinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timrrr Tahun
2OlO Nomor O29) dicabut dan dinyatakart tida.l( berlaku.

Pr..l 63

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangal Peraturan Gubernur
ini dengan penempatsnya dalarn B€rita Daerah ftovinsi Nusa Tenggara Timur'

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal /e se;B|t Bea 2OL4 

A

0 cueeRNun NusA TENGGARA TIMUR, I

@/
rRAIta LEBU RAJtr

Diundangkan di K.,P*g 
^^, .pada tanggar zv L1

SEKRETARIS DAERAI{

I 
"*o.,,"",

GGARA TIMUR, IL

v rRAraIsKUa SALEU

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 04
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AEBNETARIAT DAIRAE
Jln. Raya El Tari No. 52 Tclp. 0380-824966 KuPang

\
TOTA DITAA

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Hd

Yth. Bapak Gubemur Nusa Tenggara Tim"r, di KuPang'

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang'

28 Aguetu8 2014.
Hk.03.7 / 362/20 14.
Permohonan Penaldatanganan Naskah Peraturan Gubernur tentang
pto".aa.,. Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tcnggara

Tilnur.

Sesuai Hal ters€but di atas, maka bersarna ini disampaikan kepada

BaDak Naskah Peraturan Gubcmur Nusa Tenggara Timur tentang

#Jut Penlrusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Baiwa dengan ditctaPkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor I Tahun 2-014 tentang PembntulGn Produk Hukum Daerah'

-"k" P"r"talr.r, Gubernur Nusa Tenggata Timur Nomor 26 Tah-un 2O1O

ientang erosedur Penlrusunan Produk Hukum Provinei Nusa Tenggara

Timur, perlu ditinjau kembali.

Schubungan dcnSan itu maka dimohon kepada Bapak untuk

-"".nJ"t""giti Naskih Peraturan Gubcrnur dimaftsud sebagaimana

terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturken
limDah terima kasih

.frnenaslrgg rArfl.8E. r. Et
PEMBINA UTAMA MADYA

NrP. 19570606 196610 1 003

2B q"4i"1 %,

SEKREIARISIDAERAH
PRovrNsr tttl$e re{ccnne rIMUR'L
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